
 

 

 

WALIKOTA BATU 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA BATU 

NOMOR 56 TAHUN  2015 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 44    

TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  

BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA BATU, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan 

tugas kedinasan pada Satuan Kerja Perangkat 

Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu,    

perlu dilakukan perubahan pada beberapa 

ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 

44 Tahun 2015  tentang  Pemberian Tambahan 

Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada 

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 

Kota Batu; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan   atas 

Peraturan Walikota Batu Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Pemberian Tambahan Penghasilan 

Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri 

Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batu; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 

SALINAN 



Hal 2 dari 6 halaman... 

 

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara 

Republik  Indonesia  Tahun  2001  Nomor 91, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4118); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4287); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5494); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 



Hal 3 dari 6 halaman... 

 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 

tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3093); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 

tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam 

Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4018) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan 

Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4194); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5135); 

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 



Hal 4 dari 6 halaman... 

 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 12  Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13       

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator 

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 

Pemerintah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di 

Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 

2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan 

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara Serta Penyampaiannya; 

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 

2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;  

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah;  

23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 

2011 tentang Pedoman Penataan Sistem 

Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri; 

24. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 

Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

25. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 

Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pegawai 

Negri Sipil; 

26. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 



Hal 5 dari 6 halaman... 

 

Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Penghitungan Tunjangan Kinerja PNS; 

27. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 

2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

28. Peraturan Walikota Batu Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan 

Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kota Batu; 

29. Peraturan Walikota Batu Nomor 37 Tahun 2012 

tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (Lima) Hari 

Kerja dan Penggunaan Pakaian Dinas serta 

Pembinaan Disiplin Pegawai di Lingkungan 

Pemerintah Kota Batu; 

30. Peraturan Walikota Batu Nomor 45 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pelaksanaan Absensi Sidik Jari 

di Lingkungan Pemerintah Kota Batu; 

31. Peraturan Walikota Batu Nomor 30 Tahun 2015 

tentang Jabatan Fungsional Umum di 

Lingkungan Pemerintah Kota Batu; 

32. Peraturan Walikota Batu Nomor 41 Tahun 2015 

tentang Penetapan Kelas dan Nilai Jabatan 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kota Batu; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 44 

TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN 

PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA 

KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA BATU. 

 

Pasal  I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan 

Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai 

Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batu, diubah 

sebagai berikut: 

1. Bab VII Ketentuan Peralihan Pasal 20 dihapus; 

2. Bab VIII Ketentuan Penutup Pasal 21 diubah, 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 



Hal 6 dari 6 halaman... 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu. 

 

 

Ditetapkan di Batu 

pada tanggal 30 Desember 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2015 NOMOR 56/A 

WALIKOTA BATU, 

 

 

ttd 
 

 

EDDY RUMPOKO 

Diundangkan di Batu 

pada tanggal                              2015 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, 

 

 

ttd 

 
 

W I D O D O 

 


